
BUPATI MUARA ENIM 

PROVINS! SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM 

NOMOR 33 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN 

PERANGKAT DESA DALAM KABUPATEN MUARA ENIM 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MUARA ENIM, 

a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan di

pemerintahan desa, perlu memperhatikan kesejahteraan

penyelenggara pemerintah desa dengan meningkatkan

Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat

Desa dalam Kabupaten Muara Enim;

b. bahwa Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 54 Tahun 2019

tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris

Desa dan Perangkat Desa dalam Kabupaten Muara Enim, tidak

sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan maka dipandang

perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;

c. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang

Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa, besaran penghasilan tetap Kepala

Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya ditetapkan

dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati



Mengingat 

Nomor 54 Tahun 2019 ten tang Besaran Penghasilan Tetap 

Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa dalam 

Kabupaten Muara Enim; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang­

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);



6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun

2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2015 tantang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa {Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG BESARAN 

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN 

PERANGKAT DESA. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 

2019 ten tang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris 

Desa dan Perangkat Desa Da1am Kabupaten Muara Enim (Berita 

Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2019 Nomor 54) diubah 

sebagai berikut 

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai

berikut:



Pasal 4 

( 1) Penghasilan tetap diberikan kepada kepala Desa,

sekretaris Desa, dan perangkat Desa di anggarkan dalam

APBDesa yang bersumber dari ADD.

(2) Besaran penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa

dan perangkat Desa dengan ketentuan:

a. besaran penghasilan tetap kepala Desa

Rp. 2. 727 .000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh

tujuh ribu rupiah) per bulan;

b. besaran penghasilan tetap sekretaris Desa

Rp. 2.375.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh

lima ribu rupiah) per bulan; dan

c. besaran penghasilan tetap perangkat Desa lainnya

Rp. 2.123.000,00 (dua juta seratus dua puluh tiga

ribu rupiah) per bulan.

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Muara Enim 

Ditetapkan di Muara Enim 

pada tanggal 9 o �ober 2024 

Pj. BUPATI MUARA ENIM, 

dto. 

HENKY PUTRAWAN 

Diundangkan di Muara Enim 

pada tanggal 9 Okto·oer 202 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM, 

dto. 

YULIUS 

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024 NOMOR ,J. 
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